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 R E V I E W   K O N S E P P E R U B A H A N   K E B I J A K A N
Peraturan LAN Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Pelatihan

R E V I E W   K O N S E P 
P E R U B A H A N  K E B I J A K A N

PeraturanLANNomor13Tahun2020Tentang AkreditasiPelatihan

(Khusus Akre Lembaga)

(Terkait masa berlaku)

Dilakukan oleh Lembaga Pengakreditasi

(Jika belum, bisa bekerjasama dengan LAN)

Data Statis terintegrasi proses Akreditasi

(Wajib updating data secara berkala)
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Bab XIII
Ps.41 & 42
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No Dimensi Per-LAN 13/2020 Draft Per- LAN Baru Keterangan/ Catatan di Corpu Daerah

1. a. Nama Regulasi 
(tentang)

b. Menimbang
c. Menetapkan

Akreditasi 
Pelatihan 

Akreditasi Pelatihan 
ASN → 
Akreditasi Bangkom 
SDM Aparatur

a. Pelatihan hanya Sebagian dari 
model bangkom (workshop, RPL, 
lokakarya, magang) siapa penjamin 
mutunya ?

b. Yang dilatih bukan hanya ASN 
tetapi SDM Aparatur (ASN, DPRD, 
Camat, Kepala Desa dll)

2. Batang tubuh (Bab I 
dan Pasal 1)

Pelatihan ASN Pelatihan ASN → 
Bangkom SDM 
Aparatur

-Sda-
Pada klausul ketentuan umum perlu 
ditambah SDM Aparatur

3. Ps. 2 Jenis Akreditasi Ada 5 ayat
(4) P. Fungsional 
(5) Latsar CPNS

Hanya 3 ayat, ada 
Pelatihan (Struktural) 
Kepemimpinan 
Poin (4) dan (5) 
dihilangkan 
(mengapa)

a. Sesuai PerLAN 5-6/2022 dan 
KepLAN 1+2/2023 Pelatihan 
Struktural Kepemimpinan 

b. Ayat 4 Pelatihan Fungsional, tetap
c. Ayat 5 Pelatihan Sosiokultur (+)
d. Ayat 6 Orientasi PPPK (+)

http://www.lan.go.id/


AKREDITASI LEMBAGA

AKREDITASILEMBAGA
PENYELENGGARAPELATIHAN
9 unsur penilaian untuk menjamin kualitas dan standar penyelenggaraan pelatihan

• Standarisasi Pelatihan
• Registrasii Pelatihan
• Bentuk Pengembangan 

Kompetensi

• Penjaminan mutu 
Internal

• Monitoring
• Evaluasi



AKREDITASI LEMBAGA PENGAKREDITASI PROGRAM
10 unsur penilaian untuk menjamin kualitas dan standar Akreditasi pelatihan

AKREDITASILEMBAGA 
PENGAKREDITASIPROGRAM

10 unsur penilaian untuk menjamin kualitas dan standar Akreditasi pelatihan

Monitoring dan Evaluasi yang 

konsisten dan berkelanjutan



AKREDITASI PROGRAM PELATIHAN
Terdiri atas 4 unsur penilaian yang merupakan siklus penyelenggaraan pelatihan

AKREDITASI 
PROGRAMPELATIHAN

Terdiri atas 4 unsur penilaian yang merupakan siklus penyelenggaraan pelatihan
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No. Dimensi Per-LAN No.13/2020 Draft Per- LAN Baru Keterangan

4. Akreditasi 
Program

Bagian kedua Akreditasi 
Program Pasal 8 (1) ada butir 
a,b,c,d,e

Bagian ke empat Akreditasi 
program Pasal 11 (1) hanya 
3butir a,b,c (apa 
pertimbangannya)

Andaikan butir d,e tetap ?
d. Pembentukan JF
e..Penjenjangan JF, plus
f. Orientasi PPPK

Ps 8 (2) penyelenggaraan abc 
dan (3) Akreditasi Program JF

Ps.11 (2) penyelenggaraan abc 
sama, tetapi (3) dihilangkan (apa 
pertimbangannya)

Andaikan ayat (3) JF tetap 
ditambah ayat (4) PPPK

5 Bab IV Prosedur Akreditasi Ps,10 ada 7 
ayat

Mekanisme Akreditasi Ps,13 (1) 
ada 7 butir intisari (apa 
pertimbangannya)

Sebaiknya 7 butir intisari 
mekanisme dioertegas 

Pasal 11 ada 7 ayat Penghapusan pasal 11 dgn 7 
ayat di PerLAN 13/2020 (apa 
pertimbangannya)

Sebaiknya dimunculkan kembali

6. Manajemen 
Mutu

Ps.28 (1) b Pelatihan dgn penja-
minan mutu dari LAN, Instansi 
Teknis, Instansi Fungsional atau 
Lemdik Terakreditasi paling 
rendah kategori B

Ps.36 (3) lemdik dpt menyeleng-
garakan pelatihan dengan 
penjaminan mutu oleh: LAN , 
Instansi Teknis atau Pembina , 
Lemdik yang telah terakreditasi 

Perlu penguatan penjamin mutu 
mulai perencanaan, proses, 
pelaporan, pendokumentasian 
akreditasi (integrasi ISO). Perlu 
penegasan KPM (intern-ekstern) 

http://www.lan.go.id/


NILAI / STATUS AKREDITASI

NILAI / STATUSAKREDITASI
Status Akreditasi Lembaga Penyelenggara

• Terakreditasi: nilai kumulatif dan seluruh unsur minimal 81,00

• Kategori Terakreditasi:

◦ Bintang 3, range nilai 95,00 - 100

◦ Bintang 2, range nilai 88,00 - 94,99

◦ Bintang 1,range nilai 81,00 - 87,99

• Tidak Terakreditasi: nilai kumulatif atau salah satu unsur di bawah 81,00

• Masa berlaku: 5 tahun (mekanisme perpanjangan masa berlaku bisa otomatis)

Status Akreditasi Lembaga Pengakreditasi

• Terakreditasi: nilai kumulatif dan seluruh unsur minimal 81,00

• Tidak Terakreditasi: nilai kumulatif atau salah satu unsur di bawah 81,00

• Masa berlaku: 5 tahun (mekanisme perpanjangan masa berlaku bisa otomatis)

Status Akreditasi Program Pelatihan

• Terakreditasi: nilai kumulatif dan seluruh unsur minimal 71,00

• Kategori Terakreditasi:

◦ A, range nilai 91,00 - 100 (Berlaku 5 tahun)

◦ B,range nilai 81,00 - 90,99 (Berlaku 3 tahun)

◦ C, range nilai 71,00 - 80,99 (Berlaku 2tahun)

• Tidak Terakreditasi: nilai kumulatif atau salah satu unsur di bawah 71,00
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No. Dimensi Per-LAN No.13/2020 Draft Per- LAN Baru Keterangan

7 Bab VI 
Penilaian 
Akreditasi

a. Ps.12 Akreditasi Lembaga 
Penyelenggara Pelatihan 
dan Pengakreditasi ada 8 
butir

b. Ps.13 Akreditasi Program 
ada 6 butir

a. Ps.15 Akreditasi Lembaga 
Penyelenggara Pelatihan ada 9 
butir (+inovasi)

b. Ps.16 Akreditasi Lembaga 
Pengakreditasi Program ada 10 
butir (+inovasi + Pengelolaan 
Data bangkom)

c.  dimana Akreditasi Program

Pasal 16 apakah penggabungan 
Akreditasi Lembaga 
Pengakreditasi dan Akreditasi 
Program ataukan harus dibuat 
terpisah ?

8. Hak dan 
Kewajiban 
Lembaga 
Pelatihan

Ps.28 (1) hak Lembaga 
Penye-lenggara Pelatihan (2) 
Lembaga Pengakreditasi , (3) 
Lembaga pembina Pelatihan 
Fungsiional, (4) Lembaga 
pelatihan non pemerintah

Ps.36 Hak  (1) Lembaga 
Pengakreditasi Program, 
(2) Lembaga Penyelenggara 
Pelatihan , (3) Lembaga Penye-
lenggara Pelatihan belum akrd

Ps. 28 PerLAN 13/ 2020 hak (3) 
dan (4) sebaiknya dimunculkan 
Kembali

Ps.30 Kewajiban Ps.37 Kewajiban Lembaga 
Penyelenggara Pelatihan (4 butir)

Ps. Kewenangan apa perlu 
ditambahkan

Ps.38 Kewajiban Lembaga 
Pengakreditasi Program (3 butir)

http://www.lan.go.id/


HAK DAN KEWAJIBAN LEMBAGA TERAKREDITASI

HAKDANKEWAJIBANLEMBAGATERAKREDITASI



Akreditasi Lembaga 

Pengakreditasi Program

PEMBIAYAAN AKREDITASI

PEMBIAYAANAKREDITASI

Akreditasi Program

Akreditasi Lembaga

Penyelenggara Pelatihan

Anggaran instansi 
pengusul/sumber pembiayaan 

lain sesuai ketentuan
peraturan perundang-

undangan
(PNBP / APBD/ SHARING)

Akreditasi Program pada LembagaPengakreditasiProgram

Dibebankan pada anggaran atau sumber pembiayaan lain 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
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No. Dimensi Per-LAN No.13/2020 Draft Per- LAN Baru Keterangan / Catatan di Corpu Daerah

9. Pembiayaan Akreditasi
a. Lemdik (gratis-LAN)
b. Lembaga 

Pengakreditasi 
(Gratis-LAN)

c. Program (Lemdik 
Pengusul)

a. Ps.37 (1), (2), (3) (4), 
(5), (6)

a. Ps.46 (1), (2) ok.
b. (3) Biaya akreditasi 

program →
c. Mungkin perlu 

ditegaskan biaya 
akreditasi Lemdik 
dan pengakreditasi

Perlu dipertegas dengan biaya transport 
ke Lemdik di daerah utamanya;
a. akreditasi program dan 
b. Visit akreditasi lemdik (termasuk 

biaya akreditasi lemdik)
Sumber biaya PNBP / APBD/ SHARING

10. Ketentuan Peralihan Bab XII (Ps40) Lemdik Peng- 

akreditasi Program atau Lemdik 
Fungsional yang belum terakredi-
tasi tetapi telah melaksanakan 
Akreditasi, maka Lemdik 
dimaksud harus mengajukan 
Akreditasi ke LAN plg lambat 2 th

Pasal 49 (1) Lembaga Pengakreditasi 
Program yang belum berstatus 
terakreditasi dari LAN tidak 
berwenang menetapkan keputusan 
Akreditasi Program baru

Untuk penjaminan mtu sebaiknya perlu 
penegasan yang berkewenangan hanya 
Lemdik Terakrditasi.  Bagi yang belum 
terakreditasi berikut diwajibkan 
mengajukan

11 Penutup Bab XIII Penutup
Ps.41 mulai berlaku, 
(a) pengundangan, (b) 
pencabutan
Ps 42 Peraturan mulai 
berlaku pada tgl 
diundangkan

Bab XIV Penutup
Ps.50 saat peraturan ini 
berlaku maka PerLAN 
13/ 2020 dicabut

Bagaimana kalau ditambah klausul ps.50 
(1) …. Dinyatakan dicabut.
(2) Untuk Operasionalisasi perlu dibuat 

KepLAn tentang pedoman Teknis 
Penyelenggaraan.

http://www.lan.go.id/


SEMOGA BERMANFAAT

@IsworoYatno

yateno64@gmail.com
yoiswo1964@gmail.com

yatnoisworo

Jl. Setiabudi No.201 A Srondol 
Semarang, Jawa Tengah

081 1279 7707
081 5650 4646
024 7674 1810

IsworoYatno
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